
WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG 
NOMOR 11 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA 
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 

KOTA SINGKAWANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan 
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan dan Perikanan Kota Singkawang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota S i i ^ ^ w a n g (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119); 

3 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahxm 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahxm 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah im 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahxm 2015 tentang Perubahan Kedua 



Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahxm 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahxm 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahxm 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahxm 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahxm 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahxm 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahxin 2016 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51); 

9. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahxm 2016 tentang 
Kedudxxkan, Susxman Organisasi, Tugas dan Fxmgsi 
serta Tata Keija Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan 
Perikanan (Bcrita Daerah Kota Singkawang Tahxm 2016 
Nomor 49); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT 
PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA 
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 
KOTA SINGKAWANG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ; 
1. Daerah adalah Kota Singkawang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Ifepala Daerah sebagai unsxir 

pcnyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan u m s a n pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3 . Walikota adalah Walikota Singkawang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Singkawang. 
5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian, 
Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang 



sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan pertanian, 
ketahanan pangan dan kelautan dan perikanan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan 
Pangan dan Perikanan Kota Singkawang. 

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut 
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah 
Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan 
dan Perikanan Kota Singkawang. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT 
adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional 
dan/atau ke^atan teknis pemmjang pada Dinas 
Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota 
Singkawang. 

9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian keija yang bekerja pada 
instansi pemerintah. 

10. Jabatan Pimpinan T i n ^ adalah sekelompok jabatan t i n ^ 
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang. 

11 . Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang 
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik 
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

12. Jabatan fimgsional adalah sekolompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu. 

B A B H 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Rumah Potong 
Hewan Kclas A. 

BAB in 
KEDUDUKAN 

Pa sa l 3 
(1) UPT adalah imsur pelaksana kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis pemmjang pada Dinas. 
(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin olch 

seorang Kepala UPT yang berlmdudukan di bawah dan 
bertan^ungjawab kepada kepala Dinas . 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 
(1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas : 

a. Kepala UPT; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
0. Kelompok Jabatan Fungsional. 



(2) Struktur Oiigamsasi UPT sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan ha^an tidak terpisahkan dari 
Peraturan Walikota ini. 

B A B V 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala UPT 

Pasal 5 

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang pctcmakan. 

Pasal 6 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5, UPT mempxmyai fungsi : 
a. penyusunan rcncana, program dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan UPT; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit 

keija terkait; 
c. pcnyediaan sarana dan prasarana pemotongan hewan; 
d. pelaksanaan pemeriksaan kcsehatan hewan scbclum 

disembelih; 
e. pelaksanaan kegiatan pemotongan hewan yang memenuhi 

kaidah kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan 
hewan dan syariah agama; 

f. pelaksanaan pemeriksaan karkas, daging dan jeroan 
setelah disembelih; 

g. pelayanan pen^mgkutan daging dan hewan; 
h. pelayanan pemeriksaan ulang terhadap daging yang telah 

dipotong; 
i . pelaksanaan pemantauan pemotongan hewan di luar dari 

rumah potong hewan imtuk kepentingan hari besar 
kee^amaan, upacara adat dan pemotongan darurat; 

j . pelaksanaan administrasi UPT; dan 
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 7 
Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf a mempixt^'ai tugas memimpin, membina, 
mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, 
mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT Rumah Potong 
Hewan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 



Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 8 
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala 
UPT. 

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian 
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT. 

Pasal 9 
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratdf 
UPT. 

Pasal 10 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pcn3aisunan rencana kei ja Subbagian Tata Usaha UPT; 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian 

Tata Usaha UPT^ 
c. penyclenggaraan tugas dan pelayanan administratdf 

meliputd pengelolaan administrasi kepegawaian, 
pengelolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan 
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah t a n ^ a , 
kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan 
tatalaksana dan urusan umum lainnya. 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Bagian Kedelapan 
Kelompok Jabatan Fungsional 

P a s a l l l 
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang 
keahlian dan keterampilannya. 

P a s a l l 2 
(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil 
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional 
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi 
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk, berkedudiikan di bawah dan 
bertan^ungjawab kepada Kepala UPT. 



(3) Jcn i s jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan 
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan 
kebutuhan melalui analisis jabatan. 

BAB V I 
TATA K E R J A DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 
Tata Kei ja 
Pasal 13 

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan 
prinsip koordinasi, intcgrasi, dan sinkronisasi dengan yang 
dipimpinnya. 

(2) Ifepala UPT dalam melaksanakan tugas mencrapkan 
sistem pengendalian internal. 

(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin, 
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan oiganisasi di 
bawahnya. 

(5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan 
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui Surat 
Keputusan Kepala Dinas. 

Bagian Kedua 
Pelaporan 
Pasal 14 

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan 
tepat waktu kepada Kepala Dinas. 

(2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas 
Idneija instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang 
disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang 
berlaku. 

(3) Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib 
mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan 
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-
waktu dan tepat waktu kepada atasan masmg-masing 
sesuai dengan Imtentuan yang berlaku. 

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib 
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari 
bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi 
dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan 
fceija bagi bawahan. 



(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan merupakan Jabatan 
Pelaksana. 

B A B X 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 18 
(1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan keijasama 

yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta 
memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang 
dilaksanakan oleh satuan kei ja yang bertan^ungawab di 
bidang oi^anisasi. 

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di 
bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis 
operasional dilaksanaksm oleh unit kerja yang ber tan^ung 
jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

(3) Dalam rangka evaluasi beban kei ja organisasi Kepala UPT 
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing 
berdasarkan pedoman dan ketentuan yang t^r laku. 

(4) Dalam rangka penyempumaan kelembagaan UPT, maka 
unit keija yang bertan^ungjawab di bidang organisasi 
berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap 
pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling) 
secara periodik. 

BAB X I 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 19 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS 
beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kota Singkawang tetap melaksanakan tugas dan fimgsinya 
sampai dengan diangkatnya pejabat b a m berdasarkan 
Peraturan Walikota ini. 

BABXn 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan 
Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian 
dan Kehutanan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2015 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 2 1 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singkawang 
pada tanggal 16 Marat 2018 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

T J H A I C H U I M I E 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 19 Maret 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

BUJANG SYUKRIE 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 10 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

NIP. 19681016 199803 1 004 
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WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHAI CHUI MIE 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

^ YASMALIZAR, SH 
NIP. 19681016 199803 1 004 


